
 

 
 

BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 125 TAHUN 2023    

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 200 TAHUN 

2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 
BERBASIS KINERJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang dan sebagai upaya 
memperbaiki sistem manajemen organisasi yang 

berimplikasi terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi 
serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk 

mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan 
bebas  dari  korupsi,  kolusi dan nepotisme, perlu 
dilakukan perbaikan tambahan penghasilan pegawai 

melalui pemberian tunjangan kinerja yang 
proporsional; 

b. bahwa pengaturan pemberian tambahan penghasilan 
kepada pegawai aparatur sipil negara telah ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun  
2022 tentang Tambahan   Penghasilan Aparatur Sipil 
Negara Berbasis Kinerja; 

c. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan bupati 
dan telah diangkat penjabat bupati yang berasal dari 

sekretaris daerah sehingga dalam rangka memberikan 
asas keadilan bagi penghasilan sekretaris daerah  

sebagai aparatur sipil negara serta untuk 
mempertimbangkan likuiditas kas daerah pada tahun 

anggaran berkenaan dalam pembayaran tambahan   
penghasilan aparatur sipil negara  maka Peraturan 
Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis 
Kinerja perlu diubah; 

 
 

 
 
 

d. bahwa … 

SALINAN 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 

tentang Tambahan   Penghasilan Aparatur Sipil Negara 
Berbasis Kinerja; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

 
 

 
 
 

6. Peraturan … 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6264);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan 

Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 310 Tahun 2023); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 18);  

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan 

Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2022 Nomor 1); 

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 

tentang Tambahan   Penghasilan Aparatur Sipil Negara 
Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2022 Nomor 200); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 200 TAHUN 
2022 TENTANG TAMBAHAN   PENGHASILAN APARATUR 

SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA. 
  

  Pasal I 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan   Penghasilan 

Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 200), diubah 

sebagai berikut: 
 

  1. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 
(satu) angka, yakni angka 3a  serta angka 10 Pasal 1 
diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

   
 

Pasal 1 … 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.  

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.  
3a. Penjabat Bupati adalah ASN yang menduduki 

jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan 

oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri, untuk melaksanakan 

tugas dan wewenang Bupati karena terdapat 
kekosongan jabatan Bupati dan wakil Bupati. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.  
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sumedang.  

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.  

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah 
Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.  
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya.  
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt 

adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan tetap.  

10. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat 
sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah 

Kabupaten yang berhalangan melaksanakan 
tugasnya atau terjadi kekosongan Sekretaris 
Daerah. 

11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai 
dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas 

atau pejabat lain yang diberi pendelegasian 
kewenangan.  

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah.  
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan.  
 

14. Pegawai … 
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14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugas pemerintahan.  

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  

16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan 
fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan 

hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.  
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan 

pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai 
suatu Jabatan.  

18. Kinerja adalah Keluaran (output)/hasil (outcome) 

dari  Kegiatan/program   yang   telah    atau 
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.  
19. Perjanjian Kinerja atau disebut Kontrak Kinerja 

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau 

atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 
atau bawahan untuk melaksanakan 
program/Kegiatan/ tugas yang disertai dengan 

indikator Kinerja.  
20. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/ 

tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka 
mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program 

yang telah ditetapkan/ditargetkan.  
21. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kegiatan.  

22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan dalam satu program.  
23. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk 

menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi serta tugas 
kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik 
maupun pelayanan aparatur.  

24. Terlambat Masuk Kerja adalah datang tidak tepat 
waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jam 

kerja yang ditentukan.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
25. Kegiatan … 
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25. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja 
atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerakan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan  teknologi,  dana, atau  kombinasi  

dari  beberapa  atau  kesemua jenis sumber daya 
tersebut sebagai  masukan (input) untuk 

menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa.  

26. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan 
dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lajabatainnya 

tentang uraian dan rincian informasi mengenai 
harta kekayaan, data pribadi, termasuk 

penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas 
harta kekayaan Penyelenggara Negara.  

27. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya 

disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta 
kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir 

LHKASN yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya  disingkat SKTJM adalah surat 
pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan 
dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah 

menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti 
Kerugian Daerah dimaksud. 

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan 
untuk mengajukan permintaan pembayaran.  

30. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat 
LS adalah Pembayaran Langsung kepada 

Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas 
dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat 

perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat 
perintah membayar langsung.  

31. Surat Perintah Membayar Langsung yang 

selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen 
Pelaksana Anggaran SKPD kepada pihak ketiga.  

32. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya 
disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan 
kepada ASN dalam rangka meningkatkan Kinerja, 

motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur 
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.  

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.  
 

34. Keuangan … 
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34. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah.  

 
  2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni  Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 36A 

(1) Dalam hal likuiditas kas Daerah terbatas,  
pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pada 
tahun anggaran berikutnya atau dibayarkan sebesar 

60% (enam puluh persen) dari besaran TPP pada 
tahun anggaran berkenaan. 

(2) Pelaksanaan pembayaran TPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

 
  3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 42 
(1) ASN yang ditunjuk sebagai Plt dan Plh diberikan 

tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) 

dari total besaran TPP Jabatan tambahan yang 

diampunya. 

(2) ASN yang ditunjuk sebagai Plt setelah tanggal 15 

(lima belas), diberikan TPP sesuai dengan Jabatan 

definitif. 

(3) Pemberian Tambahan TPP bagi Plh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) penunjukannya paling 

singkat 1 (satu) bulan. 

 

4. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 42A 

(1) Sekretaris Daerah yang diangkat sebagai Penjabat 

Bupati diberikan TPP sesuai kelas Jabatan 

sebelumnya dan ditambah 40% (empat puluh 

persen) dari TPP yang diberikan. 

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diberikan insentif pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

(3) ASN yang diangkat sebagai penjabat Sekretaris 

Daerah diberikan TPP sesuai kelas Jabatan 

sebelumnya dan ditambah 30% (tiga puluh persen) 

dari kelas jabatan Sekretaris Daerah. 

  

 

 

 
Pasal II … 
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Pasal II 

1. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dan Pasal 42A Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak 
1 Oktober 2023. 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang. 

   
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 27 November 2023  

 
PENJABAT BUPATI SUMEDANG, 

 

ttd 
 

HERMAN SURYATMAN 
 

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 27 November 2023  
 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
TUTI RUSWATI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 125 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 

 
 

 
 

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H. 
     NIP. 19670302 199703 2 002 
 

   
 


